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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memutuskan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan
Anggaran Dana Desa. Jenis pemeriksaan adalah tempat eksplorasi dilakukan. Penjaminan wilayah
eksplorasi merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena kepastian wilayah pengujian
menyiratkan bahwa hal dan alasan tidak sepenuhnya ditetapkan untuk bekerja sama dengan pencipta
dalam memimpin pengujian. Strategi pemilahan informasi ditujukan untuk mencari informasi dan
data melalui catatan, baik laporan yang tersusun, foto, gambar, yang dapat menopang siklus kreatif.
Strategi pemeriksaan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang paling umum untuk
mengatur permintaan informasi, memilahnya menjadi contoh, kelas dan unit dasar penggambaran
yang mengenalinya dari pemahaman, khususnya memberikan implikasi yang saling terkait dengan
konsekuensi dari pemeriksaan, memahami contoh penggambaran dan mencari hubungan antara unsur-
unsur penggambaran, dengan prosedur. Konsekuensi dari peninjauan tersebut, cenderung beralasan

bahwa penilaian pelaksanaan moneter dan pengembangan rencana keuangan cadangan kota sangat
besar.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja Keuangan



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan kota, dinyatakan
bahwa pelaksanaan kemerdekaan kota dilakukan dengan memberikan kekuasaan yang luas,
asli, dan dapat diandalkan kepada pemerintah kota secara relatif mulai dari mengatur,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan menilai dalam segala hal. Usaha yang
pelaksanaannya dilengkapi dengan standar desentralisasi, dekonsentrasi dan co-organization
selain ahli di bidang strategi internasional, perlindungan dan keamanan, hukum, keuangan,
moneter, ketat dan ahli yang berbeda yang ditentukan oleh undang-undang tidak resmi.

Dengan kemandirian yang luas, kota memiliki pilihan untuk mengarahkan dan menangani
keluarganya sendiri dengan menggunakan dan mengawasi jenis pendapatan dan memutuskan
penggunaan yang ditentukan dalam rencana keuangan pembayaran dan konsumsi kota
pendem.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, maka
kewenangan umum tersebut dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004
tentang Keserasian Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang membawa akibat terhadap
penataan kekayaan keuangan daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan bantuan
masyarakat di daerah. Kota ada keseimbangan aset dari otoritas publik Dari menengah ke
kabupaten, pendapatan kota menjadi lebih besar sehingga legislatif lingkungan bisa lebih
ideal dalam menjalankan roda pemerintahan dan menawarkan jenis bantuan ke daerah.

Misi mendasar dari peraturan nomor 33 tahun 2004 bukan hanya untuk menetapkan
kewenangan peningkatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, tetapi lebih pada
kemampuan dan kecukupan aset moneter. Masalah keuangan kota merupakan salah satu
komponen utama dalam melaksanakan kemandirian pemerintah kota, meskipun dianggap
bahwa berbagai faktor juga mempengaruhi batas keuangan kota, seperti SDM, asosiasi,
eksekutif, kerangka kerja dan faktor pendukung lainnya.

Pentingnya variabel keuangan kota terkait dengan cara penyusunan aset keuangan kota
dipandang sebagai bagian paling penting dalam organisasi pemerintah terdekat. Jenis evaluasi
presentasi adalah sebagai proporsi moneter. Beberapa proporsi moneter yang dapat
digunakan untuk mengukur tanggung jawab pemerintah kota (Halim, 2002: 128), khususnya
proporsi kebebasan moneter (kemandirian finansial), proporsi kelangsungan hidup terhadap
pendapatan terdekat, proporsi kemampuan moneter kota, proporsi kesesuaian, proporsi
pembangunan (investigasi shift), proporsi tingkat pembayaran dan konsumsi kota
(pemeriksaan saham).

Pelaksanaan kemerdekaan kota seharusnya tidak terlihat dari bagaimana sebagian besar
daerah akan mendapatkan dana cadangan, namun hal ini harus diimbangi dengan sejauh



mana instrumen atau kerangka administrasi keuangan kota yang sedang berjalan dapat
memberikan keadilan, kehati-hatian, lugas, partisipatif dan mampu. Seluk-beluk administrasi
moneter. .

Mengakui independensi dan desentralisasi yang luas yang memungkinkan otoritas publik
untuk mengawasi dana kota yang terletak untuk kepentingan umum. Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah harus diselesaikan dengan
sengaja, sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, produktif, berhasil, lugas dan
dapat diandalkan dengan mengutamakan pemerataan dan kesesuaian dengan kemampuan
kota untuk mengawasi dana sebagaimana digambarkan. Di ADD langsung dan backhanded.
Secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah kota untuk mendukung
pelaksanaan usaha, perbaikan dan administrasi sosial daerah. Penilaian administrasi moneter
wilayah dan pendanaan moneter kota akan sangat menentukan posisi pemerintah kota dalam
melaksanakan kemerdekaan kota.

Dengan adanya administrasi moneter daerah yang mandiri untuk bekerja pada produktivitas
dan kecukupan penatausahaan aset moneter daerah dalam rangka pengembangan lebih lanjut
bantuan pemerintah dan administrasi ke daerah, perkiraan pelaksanaan sangat penting untuk
mengevaluasi tanggung jawab legislatif provinsi dalam mengawasi provinsi. Dana. Tanggung
jawab bukan sekadar kapasitas untuk menunjukkan bagaimana kas publik dibelanjakan, tetapi
juga mencakup kapasitas untuk menunjukkan bahwa kas publik telah dibelanjakan secara
mandiri, produktif, dan berhasil.

Rencana pembayaran dan penggunaan keuangan kota pada masa kemerdekaan kota disusun
dengan menggunakan pendekatan pameran. Rencana keuangan dengan pendekatan pameran
adalah kerangka rencana keuangan yang berfokus pada upaya untuk mencapai hasil
pelaksanaan atau hasil dari pengeluaran yang diatur atau distribusi informasi yang belum
sepenuhnya diselesaikan.

1. Estimasi pelaksanaan area publik dilakukan untuk tiga tujuan, yaitu:

2. Estimasi area publik direncanakan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan
pemerintah kota.

3. Langkah-langkah eksekusi area publik digunakan untuk penunjukan aset.

Langkah-langkah eksekusi area publik direncanakan untuk menunjukkan tanggung jawab
publik dan bekerja pada korespondensi institusional.

Berangkat dari landasan di atas, maka penyusun tertarik untuk memimpin kajian dengan
judul  “Penilaian EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN
ANGGARAN DANA DI di Desa Pendem, Junrejo, Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja keuangan desa pendem kecamatan junrejo kota batu?

2. Bagaimana pertumbuhan anggaran pendapatan belanja desa pendem kec. junrejo kota
batu?



1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian penyajian keuangan pemerinta Desa Pendem
Kec junrejo kota batu.

2. Untuk merinci pengembangan Desa Pemdem menggunakan rencana
pengeluaran, kec junrejo, kota batu.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Pemerintah Desa Pendem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran dalam
memutuskan pengaturan dalam penyelenggaraan rencana keuangan pendapatan dan konsumsi
ADD.

2.Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran analisis rasio terhadap anggaran
pendapatan belanja (ADD) serta turut membantu dalam pengembangan dan pengaplikasian
ilmu manajemen sektor publik khususnya dalam hal Analisis Anggaran Pendapatan Belanja
ADD.

3.Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat
dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah Desa Pendem

4.Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang keuangan desa serta
permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menunjang pembangunan di Kota
Batu.
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